
 

 

BERITA NEGARA 
REPUBLIK INDONESIA 

No.1757, 2016 KEMTAN. Pemasukan PSAT. Keamanan Pangan. 
Pengawasan. 

 
PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 55/PERMENTAN/KR.040/11/2016 

TENTANG 

PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN TERHADAP PEMASUKAN PANGAN 

SEGAR ASAL TUMBUHAN  

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang :  a. bahwa pengawasan keamanan pangan terhadap 

pemasukan dan pengeluaran pangan segar asal 

tumbuhan telah diatur dalam Peraturan Menteri 

Pertanian Nomor 04/PERMENTAN/PP.340/2/2015 

tentang Pengawasan Keamanan Pangan terhadap 

Pemasukan dan Pengeluaran Pangan Segar Asal 

Tumbuhan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Menteri Pertanian Nomor 13/PERMENTAN/ 

KR.040/4/2016 tentang Perubahan atas Peraturan 

Menteri Pertanian Nomor 04/PERMENTAN/PP.340/ 

2/2015 tentang Pengawasan Keamanan Pangan terhadap 

Pemasukan dan Pengeluaran Pangan Segar Asal 

Tumbuhan;  

b. bahwa dengan perkembangan lingkungan strategis, ilmu 

pengetahuan dan teknologi, Peraturan Menteri Pertanian 

Nomor 04/PERMENTAN/PP.340/2/2015 tentang 

Pengawasan Keamanan Pangan terhadap Pemasukan dan 

Pengeluaran Pangan Segar Asal Tumbuhan sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 

13/PERMENTAN/ KR.040/4/2016 tentang Perubahan 
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atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 

04/PERMENTAN/PP.340/ 2/2015 tentang Pengawasan 

Keamanan Pangan terhadap Pemasukan dan 

Pengeluaran Pangan Segar Asal Tumbuhan, perlu 

ditinjau kembali;  

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 

Peraturan Menteri Pertanian tentang Pengawasan 

Keamanan Pangan terhadap Pemasukan Pangan Segar 

Asal Tumbuhan; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang 

Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

3482); 

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang 

Pengesahan Agreement Establishing the World Trade 

Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi 

Perdagangan Dunia) (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3564); 

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang 

Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3821); 

4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang 

Hortikultura (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2010 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5170); 

5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 

Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5360); 

6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang 

Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, 
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Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5584);   

7. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang 

Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5613); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang 

Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4020); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2002 tentang 

Karantina Tumbuhan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2002 Nomor 35, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4196); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang 

Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424); 

11. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang 

Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8); 

12. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang 

Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 85); 

13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 58/PERMENTAN/ 

OT.140/8/2007 tentang Pelaksanaan Sistem 

Standardisasi Nasional di Bidang Pertanian; 

14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 22/PERMENTAN/ 

OT.140/4/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit 

Pelaksana Teknis Karantina Pertanian; 

15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 09/PERMENTAN/ 

OT.140/2/2009 tentang Persyaratan dan Tata Cara 

Tindakan Karantina Tumbuhan terhadap Pemasukan 

Media Pembawa Organisme Pengganggu Tumbuhan 

Karantina ke dalam Wilayah Negara Indonesia (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 35); 

16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 44/PERMENTAN/ 
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OT.140/10/2009 tentang Pedoman Penanganan Pasca 

Panen Hasil Pertanian Asal Tanaman yang Baik (Good 

Handling Practices) (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2009 Nomor 398); 

17. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 48/PERMENTAN/ 

OT.140/10/2009 tentang Pedoman Budidaya Buah dan 

Sayur yang Baik (Good Agriculture Practices for Fruit and 

Vegetables) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2009 Nomor 402); 

18. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 94/PERMENTAN/ 

OT.140/12/2011 tentang Tempat Pemasukan dan 

Pengeluaran Media Pembawa Penyakit Hewan Karantina 

dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 7) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 

Pertanian Nomor 44/PERMENTAN/ OT.140/3/2014 

tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian 

Nomor 94/PERMENTAN/OT.140/ 12/2011 tentang 

Tempat Pemasukan dan Pengeluaran Media Pembawa 

Penyakit Hewan Karantina dan Organisme Pengganggu 

Tumbuhan Karantina (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 428); 

19. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 42/PERMENTAN/ 

OT.140/6/2012 tentang Tindakan Karantina Tumbuhan 

untuk Pemasukan Buah Segar dan Sayuran Buah Segar 

ke dalam Wilayah Negara Republik Indonesia (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 631); 

20. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/PERMENTAN/ 

OT.140/6/2012 tentang Tindakan Karantina Tumbuhan 

untuk Pemasukan Sayuran Umbi Lapis Segar ke dalam 

Wilayah Negara Republik Indonesia (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 632); 

21. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38/PERMENTAN/ 

OT.140/3/2014 tentang Tindakan Karantina Tumbuhan 

di luar Tempat Pemasukan dan Pengeluaran (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 351); 

22. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/PERMENTAN/ 
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OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2015 Nomor 1243);   

23. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 14/PERMENTAN/ 

KR.050/4/2016 tentang Bentuk dan Jenis Dokumen 

Tindakan Karantina Tumbuhan dan Pengawasan 

Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 564); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PENGAWASAN 

KEAMANAN PANGAN TERHADAP PEMASUKAN PANGAN 

SEGAR ASAL TUMBUHAN. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 

1. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber 

hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, 

perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang 

diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai 

makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, 

termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, 

dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses 

penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan 

atau minuman. 

2. Tumbuhan adalah semua jenis sumber daya alam nabati 

dalam keadaan hidup atau mati, baik belum diolah 

maupun telah diolah.  

3. Pangan Segar Asal Tumbuhan yang selanjutnya disingkat 

PSAT adalah pangan asal tumbuhan belum mengalami 

pengolahan dapat dikonsumsi secara langsung dan/atau 

dapat menjadi bahan baku pengolahan pangan.  

4. Pemasukan adalah serangkaian kegiatan memasukkan 

PSAT dari luar negeri ke dalam wilayah Negara Republik 
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